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Abstrak
 

Munculnya pemerintahan Habibie pada pertengahan tahun 1998 mengakibatkan terpencarnya pusat-pusat

kekuatan politik massa yang selama orde Soeharto terpusat hanya pada Golkar. Kondisi yang mirip tahun

1950-an ini telah meneguhkan ingatan kita akan munculnya kekuatan-kekuatan yang berbasis pada paham

"primordialisme". Salah satu kekuatan massa Islam yang selama ini eksis adalah warga NU (nahdhiyin).

Kesepakatan para ulama NU pada tahun 1984 di Situbondo untuk mengembalikan organisasi ini kepada

"khittah 1926" yang menyatakan bahwa NU bukanlah organisasi politik dan sekaligus mempersilahkan

warganya untuk bersikap netral dan bebas masuk ke partai politik manapun membuat warga NU

`kebingungan' untuk menyalurkan aspirasi politik pada Pemilu demokratis tahun 1999 yang telah dirancang

oleh Pemerintahan Habibie.

Atas dasar itulah, beberapa pengurus PBNU dan para politisi NU yang selama ini dipinggirkan oleh PPP,

seperti Matori Abdul Jalil, dengan dukungan Abdurrahaman Wahid yang saat itu menjabat Ketua Umum

PBNU mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai ini merupakan jendela' (window) yang

digunakan oleh para elit politik NU yang memiliki keinginan untuk menjawab kehendak warganya di satu

sisi disamping keinginan mereka sendiri untuk terjun langsung ke dalam kancah perpolitikan Indonesia.

Munculnya PKB yang mewakili kelompok Islam tradisionalis dan secara historis sangat `dekat' dengan

kelompok nasionalis sekuler, membuat golongan Islam modernis terpaksa mengencangkan barisan dengan

membentuk "poros tengah".

Pertentangan dan manuver politik antara ketiga kelompok kekuatan massa - kaum nasionalis, tradisionalis,

dan modernis - melawan kekuatan lama Partai Golkar dalam perebutan kekuasaan telah menjadikan

peristiwa ini sebagai komoditas politik para peliput berita. Mereka melakukan liputan dan suguhan berita-

berita mengenai hal itu berdasarkan sudut pandang dan kepentingan masing-masing.

Tesis ini menganalisis berita-berita mengenai NU dari empat surat kabar (Republika, Duta Masyarakat Baru,

Kompas, dan Media Indonesia) tentang komunikasi dan konflik politik yang dilakukan tokoh NU - terutama

Gus Dur -- dan para tokoh dari ketiga kekuatan lainnya dalam perebutan kekuasaan menjelang SU MPR

1999. Ada empat item berita yang diambil dari masing-masing surat kabar tersebut (jumlah seluruhnya 16

item berita). Dua berita mewakili komunikasi dan persuasi politik, yakni berita tentang Istighotsah dan Doa

Politik Warga MI dan Pertemuan Ciganjur sebagai Persuasi Politik. Sedangkan dua berita lainnya mewakili

konflik politik yakni berita tentang wacana Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Islam dan konflik

Perebutan Sisa Kursi hasil Stambuss Accord pada Pemilu 1999.

Perspektif konstruksionisme Berger yang dipakai dalam memandang berita-berita mengenai NU dengan

framing analysis model Pan dan Kosicki diharapkan mampu melihat "realitas simbolik" tentang `pergulatan

politik' diatas yang secara tidak langsung juga akan berpengaruh bagi pencitraan masing-masing organisasi

yang dibawahinya. Tentu saja pilihan angle berita dan penggalan kalimat yang sengaja dikemas oleh media

sangat ditentukan oleh gagasan para wartawan, praktek-praktek wacana dan terutama ideologi organisasi
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media itu sendiri. Ideologi pada tesis ini diartikan sebagai sekumpulan sistem ide dalam pengertiannya yang

juga termasuk pengertian yang oleh Gramsci disebut `ideology organic' yang bersifat historis dan diperlukan

dalam kondisi sosial tertentu. Kuatriya `hegemoni ideologi' media dominan dalam menciptakan realitas

simbolik mengakibatkan munculnya `hegemoni tandingan' (counter hegemony) yang memberikan ruang

publik bagi kelompok atau media yang dirugikan dan dipinggirkan untuk memberikan `konsep tandingan'

sebagai alternatif ideology. Dengan demikian, realitas social yang dikonstruksi tidak bersifat tunggal

melainkan muncul sebagai "realitas yang beragam" (multiple reality). 


